
1.1 Latar Belakang Masalah 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Problematika pembangunan yang dihadapi oleh Negara kita semakin 

kompleks dan mencakup berbagai bidang, baik politik, ekonomi sosial budaya, 

stbilitas Nasional maupun Hankam. Dalam bidang pemerintahan, banyak 

permasalahan dan urusan yang hams diselesaikan berkaitan dengan semakin 

berkembang pesatnya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah . Agar dapat melancarkan jalannya roda sistem 

pemerintahan wilayah Indonesia dibagi dalarn wilayah yang lebih kecil 

sebagairnana dikutif oleh Kaho (2002:3) yang ditegaskan dalam pasal 18 Undang­

Undang Dasar 1945 yang berbunyi: 

"Pernbagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan 

pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan mernandang dan 

rnengingat dasar permusyawaratan dalam sistern pemerintah Negara, dan hak-hak 

asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istirnewa" 

Dari ketentuan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat 

ditarik kesirnpulan sebagirnana dikemukakan oleh Kaho (2002 :4), sebagai 

berikut: 

1. Wilayah Indonesia di bagi ke dalam daerah - daerah baik yang bersifat 

otonomi maupun yang bersifat administrative. 

2. Daerah-daerah itu mempunyai pemerintahan 

3. Pembagian wilayah seperti din1aksud dalam No 1 (satu) dan bentuk susunan 
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pemerintahannya ditetapkan dengan atau atas kuasa Undang-Undang 

4. Dalam pembentukan Daerah-daerah itu, terutama daerah-daerah otonom dan 

dalam menentukan susunan pemerintahannya harus diingat permusyawaratan 

dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang 

bersifat istimewa. 

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa wilayah Indonesia dibagi dalam 

wilayah administrasi dan daerah otonom, wilayah administrasi merupakan 

wilayah kerja Gubenur selaku wakil pemerintah. Sedangkan daerah otonom 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu 

berwenang mengaturdan mengurus kepentingan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setmpat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarkat 

dalam ukuran negara kesatuan Republik Indonesia. 

Agar tekad pemerintah membentuk daerah-daerah otonomi tercapai, maka 

pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah 

yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sebagai pengganti Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan Daerah. Selanjutnya 

pada tahun 2004 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 digantikan dengan Undang­

Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan 

bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber 

keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan 

daerah. Dalam hal ini kewenangan keuangan yang melekat pada setiap 

kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah. Untuk menjamin 
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